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KPBU merupakan salah satu skema pengadaan infrastuktur publik yang melibatkan swasta dengan alokasi
risiko diantara para pihak terkait. Project finance merupakan salah satu mekanisme pembiayaan KPBU.
Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang meminjam dana dari IBRD Bank Dunia, sehingga terikat
dengan General Conditions for IBRD Financing yang salah satu ketentuanya mengatur terkait negative
pledge. Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait regulasi dan mekanisme pembiayaan proyek
KPBU dengan skema project finance dan kaitannya dengan WBNP. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. KPBU menggunakan skema
BOT, dimana SPV bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek selama
masa konsesi. Project finance sendiri merupakan skema pembiayaan KPBU yang menjadikan SPV sebagai
pihak peminjam dana dengan sistem limited recourse. Project finance belum diatur secara spesfik dalam
hukum Indonesia, namun pel aksanaanya dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait
perbankan, agunan, dan pelaksanaan perkreditan dan pembiayaan bagi bank umum. Klausul negative pledge
Bank Dunia mengatur bahwa dalam hal terdapat pel etakan kepentingan jaminan di atas aset publik terkait
utang dengan pihak ketiga (tanpa persetujuan Bank Dunia), akan memberikan IBRD Bank Dunia
kepentingan jaminan yang sama dan pro rata atas aset yang bersangkutan. Klausula tersebut memiliki
keterkaitan dengan status jaminan proyek dan kedudukan kreditor senior pada project finance, dimana
project finance dapat menjadi skema pembiayaan alternatif untuk menghindari keberlakuan negative pledge
Bank Dunia. Pendefinisian aset publik yang sangat luas dalam General Conditions for IBRD Financing
harus dispesifikasi dan project finance dapat dikecualikan dari keberlakuan negative pledge Bank Dunia.
...... PPP is one of the schemes used in public project procurement which is involving the private sector with
risk allocation between the related parties. As Indonesiais one of the member countries of the IBRD loan
program, it is subject to General Conditions for IBRD Financing which one of the provisionsis the negative
pledge. This research would solve the problem regarding regulation and mechanism of the project finance
and its connection to World Bank Negative Pledge. This research uses a normative legal research method
with a descriptive research type. PPP is applying aBOT scheme, where SPV isliable for the project’s
financing, construction, and operation risk during the concession period. Project finance is a PPP financing
scheme in which SPV isthe party of the financing agreement with a limited recourse system. Project finance
is not yet regulated specifically in Indonesia and the implementation is subject to the law and regulations
regarding banking, securities, and the application of credit and finance for commercial banks. World Bank
Negative Pledge Clause stipulates that any lien created on any public assets without World Bank consent,
those assets will equally and ratably secure IBRD Loan Payments. The clause is having a correlation with
the project collaterals, securities status, and senior lender standing in the project finance, where the presence
of project finance is the alternative scheme to avert the effectuation of negative pledge to the public
infrastructure financing. For recommendations, the broad scope of public asset definition ought to be
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specified and the project finance could be stipulated as the negative pledge exceptions for the foreign
investor certainty.



